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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik pada Kantor Imigrasi 
Kelas I  Khsusus Medan. Metode penelitian ini adalah metode deskriftif kuantitatif. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 50 orang yang diambil secara accidental (kebetulan) dalam kurun waktu 
10 hari kerja. Hasil penelitian bahwa pelayanan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan 
Efektif hal ini karena petugas  tanggap dalam menindaklanjuti keluhan pemohon, tidak ada 
petugas yang menerima imbalan dari masyarakat pada proses pengurusan paspor dan 
terlaksananya sistem  pelayanan paspor terpadu (One Stop Service) pemohon dapat menyelesaikan 
permohonan paspor satu hari dengan syarat berkas yang lengkap mulai dari alur permohonan, 
foto,wawancara,sidik jari dan penyerahan slip pembayaran serta pengambilan paspor 3 hari kerja 
terhitung setelah melakukan pembayaran di bank BNI. 
 
Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan; Paspor;  Imigrasi Kelas I Khusus Medan 
 
Abstract 
This research method is a method of quantitative deskriftif. The sample in this study 50 people 
taken in accidental (incidentally) within 10 working days. Passport service research that results in 
the class I Special Immigration Office Effective Field this because the officer responds in following 
up on the complaint of the applicant, no officer who receives remuneration from the public on the 
process management of the implementation of the passport and passport integrated service system 
(One Stop Service) applicants can complete the application for a passport a day provided a 
complete file starting from the Groove application, photos, interview fingerprint, and the 
submission of a payment slip as well as retrieval of passport 3 working days commencing after 
making payment at bank BNI. 
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Salah satu tugas utama negara adalah 
memberi pelayanan kepada masyarakat baik 
dalam bentuk jasa maupun fasilitas. Bahkan 
untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah 
negara, pelayanan publik dapat digunakan 
sebagai salah satu indikator. Oleh karena itu, 
bila sebuah negara berada dalam posisi 
menuju pada kemajuan, hal utama yang perlu 
diperbaiki adalah pelayanan publik di negara 
tersebut. Indonesia sebagai negara yang 
sedang bergerak menuju negara maju juga 
memprioritaskan pelayanan publik sebagai 
salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. 
Karena pemerintah Indonesia sangat 
menyadari bahwa jika masyarakat sudah 
mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu 
pelayanan yang baik, maka masyarakat juga 
akan menjalankan kewajibannya dengan 
penuh kesadaran. 
 Pemerintah sebagai service provider 
(penyedia jasa) bagi masyarakat di tuntut 
untuk memberikan pelayanan yang 
berkualitas karena salah satu fungsi 
pemerintahan yang kini semakin disorot 
masyarakat adalah pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh instansi-instansi 
pemerintah yang menyelenggarakan 
pelayanan publik. Pelayanan publik yang 
diberikan instansi Pemerintah (Pusat, 
Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan 
Kecamatan) kepada masyarakat merupakan 
perwujudan fungsi aparatur negara sebagai 
abdi masyarakat disamping sebagai abdi 
negara. Pada era otonomi daerah, fungsi 
pelayanan publik menjadi salah satu fokus 
perhatian dalam peningkatan kinerja instansi 
pemerintah daerah. Oleh karenanya secara 
otomatis berbagai jasa atau fasilitas pelayanan 
publik harus lebih didekatkan pada 
masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh 
masyarakat. Sesuai dengan pengertian 
pelayanan publik dalam Undang-Undang No. 
25 Tahun 2009 yaitu rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 
Secara umum saat ini penyelenggaraan 
pelayanan publik di Indonesia dapat 
dikategorikan “buruk”. Hal ini didasarkan oleh 
banyaknya keluhan dan pengaduan 
masyarakat terkait pelayanan, yang sering kita 
dengar dan baca diberbagai media cetak 
maupun media elektronik. Pelayanan yang 
terkesan berbelit-belit, lambat, mahal, 
melelahkan, rawan akan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN) serta kemampuan aparatur 
yang minim merupakan deretan keluhan yang 
menggambarkan pelayanan publik yang kian 
memprihatinkan. 
 Dalam kondisi masyarakat seperti 
digambarkan diatas, pelayanan publik harus 
dapat memberikan layanan yang efektif, tepat 
waktu dalam artian pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah 
ditentukan oleh unit penyelenggara 
pelayanan, informasi yang jelas dalam hal 
pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan 
pelayanan, sederhana dalam prosedur 
pelayanan mudah dipahami, tidak berbelit-
belit, serta perlu adanya kepastian biaya 
pelayanan, yakni kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang telah 
ditetapkan. Selain itu, pelayanan publik juga 
harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Ini berarti pemerintah harus mampu 
merespon kebutuhan dan keinginan 
pelanggan dengan menyediakan pelayanan 
yang tepat. 
Selain itu, yang mendasari dari 
efektivitas adalah tujuan yang ingin dicapai 
sesuai dengan perencanaan yang telah 
ditetapkan. Meskipun upaya tersebut telah 
dilakukan oleh pemerintah, namun realitas 
pelayanan publik belum juga menunjukkan 
perubahan yang signifikan. Banyaknya 
keluhan dan pengaduan dari masyarakat 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 
publik sangat rendah. Pengaduan dan keluhan 
tentang prosedur pelayanan yang berbelit, 
tidak adanya kepastian dan jangka waktu 
penyelesaian, biaya yang sangat mahal, 
persyaratan yang tidak transparan, sikap 
petugas pelayanan yang kurang responsif 
sering ditemui dan hampir merata dalam 
semua bidang pelayanan pemerintah saat ini. 
Efektivitas merupakan salah satu 
pencapaian yang ingin diraih oleh instansi 
pemerintah agar dapat memuaskan 
masyarakat. Efektivitas pelayanan publik 
mempunyai indikator nyata, kepercayaan, 
ketanggapan, kompetensi, kesopanan, 
kredibilitas, kemudahan mengakses 
komunikasi, dan pemahaman pelanggan. 
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Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan 
efektif apabila masyarakat mendapatkan 
kemudahan pelayanan dengan prosedur yang 
singkat, cepat, tepat dan memuaskan. 
Salah satu fungsi kontrol Imigrasi 
adalah memberikan fungsi pelayanan kepada 
masyarakat. Terlebih dalam hal pelayanan 
masyarakat publik dalam pengurusan hal hal 
seperti dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, 
ijin tinggal dan status, intelijen, penyidikan, 
dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama 
luar negeri serta sistem informasi 
keimigrasian. Dalam hal ini penulis akan 
melihat dan lebih fokus membahas tentang 
pelayanan dalam pengurusan Paspor atau 
Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).  
Pentingnya mengkaji pelayanan paspor 
ini dapat kita lihat dari banyaknya 
permintaan pengurusan paspor dari 
masyarakat ditiap bulannya, yang mencapai 
ribuan paspor. Petugas kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus Medan tercatat bahwa mencetak 
sebanyak 59.853 paspor 48 halaman (paspor 
biasa) dan 4.559 paspor 24 halaman (paspor 
TKI) selama periode Januari hingga Desember 
2015 (http://www.dnaberita.com) 
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
Medan Lilik Bambang mengakui pelayanan di 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan belum 
sempurna. Meski demikian, Kantor Imigrasi 
telah melakukan inovasi dalam meningkatkan 
pelayanannya. Seperti membuka pendaftaran 
paspor online, memperbanyak loket 
pendaftaran pembuatan paspor, dan lainnya.  
Sekarang kami lebih terbuka melayani 
masyarakat. Jadi, masyarakat bisa memohon 
pembuatan paspor secara online melalui 
website kami www.medanimigrasi.go.id. 
Dalam satu hari, kuota paspor yang kami 
sediakan 200 paspor,” ucapnya. Lilik Bambang 
menjelaskan, masyarakat selama ini merasa 
pengurusan paspor sangat sulit dan akhirnya 
menggunakan jasa orang untuk mengurus 
paspor itu (http://www.koran-sindo.com) 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan 
selaku lembaga kenegaraan yang bergerak 
dalam pelayanan jasa Surat Perjalanan 
Republik Indonesia atau paspor telah 
melakukan perbaikan dalam hal prosedur 
pelayanan yang di buat sedemikian rupa demi 
kemudahan dan keamanan masyarakat. Selain 
itu sarana dan prasaranapun mulai di tambah 
demi kenyamanan masyarakat, seperti halnya 
penambahan loket yang di maksudkan untuk 
mengurangi antrian masyarakat yang akan 
mengurus Surat Perjalanan Republik 
Indonesia atau paspor.  
Dengan demikian pelayanan adalah 
salah satu fungsi Kantor Imigrasi Kelas I 
Khsus Medan yang sangat penting dilakukan 
untuk melihat lancar atau tidaknya lalu lintas 
manusia baik ke dalam atau ke luar negeri. 
Dengan kata lain Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus Medan sebagai salah satu pintu 
gerbang keluar masuknya manusia di wilayah 
Negara Republik Indonesia. Mengingat sangat 
pentingnya peran Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus Medan.  
Sistem penyelenggaraannya 
peningkatan inovasi dalam pengurusan 
paspor atau Surat Perjalanan Republik 
Indonesia (SPRI) dilaksanakan Kantor Imigrasi 
Kelas I Khusus Medan bertujuan untuk 
mempercepat proses pembuatan pasport 
yang berfungsi untuk meningkatkan 
efektifitas pelayanan publik serta 
meningkatkan keamanan dalam pembuatan 
Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).  
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah metode deskriftif 
kuantitatif, yaitu metode yang hanya 
memaparkan situasi dan pristiwa. Tidak 
mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 
menguji hipotesa atau membuat prediksi. 
Metode deskriftif bertujuan untuk melukiskan 
secara sistematis karakteristik populasi atau 
bidang-bidang tertentu secara faktual dan 
cermat tanpa mencari atau menjelaskan suatu 
hubungan (Sugiono, 2004:27). 
 Metode deskriftif ialah pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan keadaan subjek atau objek 
penelitian seseorang, lembaga masyarakat, 
dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan 
fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana 
adanya (Nawawi, 2001:63). Ciri-ciri pokok 
metode deskriftif adalah : 
Memutuskan perhatian pada masalah-
masalah yang ada pada penelitian, dilakukan 
saat sekarang atau ada masalah-masalah yang 
bersifat actual. Menggunakan fakta-fakta 
tentang masalah yang diselidiki sebagaimana 
adanya, diiringi dengan interpretasi rasional. 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus Medan  Jl. Gatot 
Subroto No.268, Medan Helvetia, Medan, 
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Sumatera Utara 20123, Indonesia. Adapun 
waktu penelitian dilaksanakan pada Maret 
sampai dengan Juni2016. 
Adapun populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh masyarakat yang melakukan 
pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I 
Medan. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 50 orang masyarakat yang 
melakukan pengurusan paspor di Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang diambil 
secara accidental (kebetulan) dalam kurun 
waktu 10 hari kerja.  Konsep merupakan 
istilah dan defenisi yang digunakan untuk 
menggambarkan secara abstrak kejadian, 
keadaan, kelompok atau individu yang 
menjadi pusat perhatian (Singarimbun, 
2006:33). Maka dalam hal ini, penulis 
mengemukakan defenisi dari konsep yang 
dipergunakan, yaitu: Efektivitas pelayanan 
publik adalah tercapainya kegiatan pelayanan 
yang dilaksanakan instansi pemerintah atas 
pelayanan administrasi untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dengan mutu 
pelayanan: tangibles, reliability, 
responsiveness, competence, courtesy, 
credibility, security, acces, communication, 
understanding. Penjelasan dari Variabel 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Tangibles (Nyata)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk 
fasilitas fisik dan personalia. Misalnya, 
ruangan yang bersih, penataan meja dan 
kursi yang teratur, rapi dan lain-lain.  
b. Reliability (Kepercayaan)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk 
kemampuan untuk menyediakan layanan 
dan data secara tepat dan akurat. 
c. Responsiveness (Ketanggapan)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk 
respon pegawai yang cepat dan kreatif 
terhadap permintaan atau permasalahan 
yang dihadapi oleh masyarakat.  
d. Competence (Kompetensi)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk 
kemampuan serta pengetahuan yang 
dimiliki pegawai dalam melakukan layanan 
sehingga layanan yang diberikan dapat 
memberikan kepuasan bagi masyarakat.  
e. Courtesy (Kesopanan)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk 
keramahan, kesopanan, rasa hormat serta 
sikap menghargai yang dimiliki pemberi 
layanan. Kesan baik pemberi layanan 
menjadi indikasi bagi konsumen tentang 
kemampuan pegawai dalam 
melaksanankan tugasnya. 
f. Credibility (Kredibilitas)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk 
kejujuran, perjanjian yang dapat dipercaya, 
sifat pribadi dari pegawai yang 
berhubungan dengan masyarakat. 
g. Security (Keamanan)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk rasa 
aman atau bebas dari bahaya, keragu-
raguan, ketidakpercayaan yang diberikan 
oleh pemberi jasa kepada masyarakat.  
h. Acces (Kemudahan mengakses)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk 
layanan yang mudah dalam kontak 
hubungan antara masyarakat dengan 
pemberi layanan.  
i. Communication (Komunikasi)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk 
layanan dengan menggunakan bahasa yang 
dapat dimengerti dan dapat didengar 
dengan baik oleh masyarakat sehingga 
selalu membuat masyarakat selalu 
mendapatkan informasi yang tepat tentang 
pelayanan.  
j. Understanding (Pemahaman)  
Bagian dari pelayanan yang berbentuk 
usaha yang dilakukan pemberi layanan 
untuk memahami kebutuhan pelayanan 
yang sebenarnya melalui perhatian yang 
diberikan pemberi layanan kepada 
masyarakat sehingga dapat dipastikan 
pemberi layanan dapat memahami 
kebutuhan masyarakat. 
Untuk memperoleh data atau informasi 
yang mendukung tujuan penelitian, penulis 
menggunakan metode pengumpulan data 
sebagai berikut : (1) Teknik Pengumpulan 
Data Primer, yaitu kuesioner dilakukan 
dengan menyebarkan sejumlah daftar 
pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif 
jawaban yang tersedia dalam bentuk angket 
kepada responden, wawancara dilakukan 
dengan tanya jawab secara langsung kepada 
pihak-pihak terkait, observasi dilakukan 
dengan pengamatan secara langsung terhadap 
fenomena-fenomena yang ditemukan di 
lapangan yang berkaitan dengan fokus 
penelitian (2) Teknik Pengumpulan Data 
Sekunder, yaitu : dokumentasi dengan 
menggunakan catatan-catatan atau dokumen 
yang ada di lokasi penelitian serta sumber-
sumber lain yang relevan dengan objek 
penelitian, studi kepustakaan dengan 
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menggunakan berbagai literatur seperti buku, 
karya ilmiah, pendapat para ahli yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti.  
Menurut Sugiono (2010: 335) teknik 
analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 
mana yang penting dan yang akan dipelajari, 
dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
Untuk keperluan analisis data, peneliti 
menggunakan jenis penelitian 
deskriptifanalisis, yaitu penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subyek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan (Moleong, 2010: 4).  Dalam 
penulisan skripsi ini penulis menyelesaikan 
dengan melalui beberapa tahapan pengolahan 
data, yaitu sebagai berikut: 
Pertama penulis mengadakan penelitian 
dengan menyebar angket kepada responden 
yang mengurus Pasport di Imigarsi Kelas I 
Khusus Medan. Setelah data terkumpul 
peneliti mengelompokan berdasarkan jenis 
kelamin, dan mengelompokan lagi 
berdasarkan daftar pertanyaan yang ada di 
angket. Kemudian mengolahnya serta 
menganalisis sehingga dapat diambil suatu 
kesimpulan menggunakan tabel tunggal. Data 
yang telah dikumpulkan agar mudah 
dianalisis dan disimpulkan maka penulis 
menggunakan analisis yang menghasilkan 
deskriptif analisis. Proses analisis data 
menggunakan pola berfikir induktif yaitu 
proses pengolahan data dari hal-hal yang 
khusus dan diperoleh dari responden 
kemudian ditarik kesimpulan secara umum. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemimpin merupakan satu-satunya 
orang yang bertugas untuk memandu, 
menuntun, membimbing dan memberi  
supervis atau pengawasan yang efisien  
kepada para pegawai yang terlibat secara  
langsung mampun tidak langsung. Peranan  
pemimpin pada umumnya bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas dan prestasi kerja 
pegawai. Hal ini sudah terbukti di Dinas  
Kesehatan  Sumatera  Utara  bahwa  peranan  
pemimpin sangatlah penting.  Salah satu 
peran  kepemimpinan yang telah dilakukan  
oleh  Ibu  Dr.  Suhartati Surjantini M.Kes  
selaku kepala Dinas Kesehatan provinsi  
Sumatera Utara adalah membimbing,  
menuntun dan memberi masukan kepada 
seluruh karyawan. Dimana peranan 
kepemimpinan tersebut sangat penting 
sebagai upaya meningkatkan prestasi kerja 
pegawai.  
Hasil wawancara pada tgl 12 maret 
2015,“ Bagaimana peran ibu sebagai pimpinan 
di dinas kesehatan ini ? “Menurut Ibu Dr.  
Suhartati Surjantini, M.Kes selaku kepala  
Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Utara 
peranan dan gaya kepemimpinan yang 
diberikan kepada seluruh pegawai Dinas 
Kesehatan Sumatera Utara mengatakan: 
 “saya memberi pembinaan kepada 
pegawai, mendorong dan mengarahkan 
pegawai untuk lebih disiplin, saling 
membantu dan saling peduli antar sesama 
pegawai lain  bersikap bijaksana dalam 
mengatasi segala hal. Dan insha Allah saya 
selalu tegas pada setiap pegawai tidak ada 
beda bedanya antara pegawai satu dengan 
pegawai lain. peraturan yang menjadi 
patuh untuk dipatuhi harus bisa diikuti 
disini, karna  dengan  seperti  ini  bisa 
membuat dinas kesehatan provinsi  
Sumatera Utara jauh lebih baik lagi. Ibu  
tidak pernah kalau dalam membuat  suatu 
kebijakan atau keputusan tidak melibatkan 
pegawai, ibu  selalu melibatkan bawahan 
biar dalam  menyelesaikan  pekerjaan 
dalam suatu  kantor sama sama enak. Ya, 
kalau pegawai  membuat kesalahan ibu 
tetap menegur, karna disini ibu sebagai 
pimpinan sudah menjadi tugas ibu 
menegur pegawai yang buat  salah.  Saat 
ada pegawai yg memberikan kritikan  
untuk saya yang baik saya terima dengan 
senang hati, tetapi untuk saat ini belum 
ada yang memberikan saya kritikan 
apapun (sambil senyum). Masalah 
utamakan pekerjaan itu sudah menjadi 
kewajiban itu sudah saya terapkan kepada 
semua pegawai pegawai disini, waktu 
istrahat ya istrahat tapi tergantung dari 
pegawai kalau juga ingin kerja saat waktu 
istrahat bagi saya tidak ada masalah” 
 
Dari penjelasan diatas dapat diketahui 
bahwa tujuan dari pembinaan yang dilakukan 
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adalah untuk meningkatkan  kinerja  pegawai  
dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban 
menjadi lebih baik. Pembinaan yang  
dilakukan  akan  membuat pegawai  menjadi  
giat untuk bekerja lebih baik lagi dan  
mendorong pegawai lebih bertanggung  
jawab, pegawai akan mampu untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan 
bersikap bijaksana.  
Peran  pemimpin  dalam  menciptakan  
rasa nyaman dan kekeluargaan diantara  
pemimpin dan pegawai ataupun sesama 
pegawai sangat penting. Rasa saling peduli 
yang di terapkan oleh seorang pemimpin  
dilingkungan kerja juga akan memacu  kinerja  
pegawai. Dimana, saling membantu dan saling 
peduli akan membuat suasana pekerjaan lebih 
kondusif dan  tidak  membuat  pegawai  lebih  
terbebani akan pekerjaan. Pemimpin  akan  
memberikan nasehat, saran dan bantuan 
kepada pegawai jika dibutuhkan. Pemimpin  
juga ikut bersama-sama dengan pegawai 
menyelesaikan masalah yang rumit. Sistem 
bekerja sama dan gotong royong yang 
diterapkan di Dinas Kesehatan Provinsi 
Sumatera Utara menghasilkan pegawai 
pegawai yang berkualitas. Pemimpin akan 
menyediakan dan memberi fasilitas apa yang 
menjadi hak pegawai, tanpa ada yang  
dikurangi  maupun  dihilangkan.  
Pemimpin di Dinas Kesehatan Provinsi 
Sumatera Utara memberi kesempatan kepada 
pegawai untuk  mengembangkan diri dengan 
banyak cara, seperti mengikuti pelatihan 
kesehatan, menghadiri seminar tentang 
kesehatan, memberi perintah kepada pegawai 
untuk  mengikuti diklat di rumah sakit atau 
balai pengobatan milik pemerintah.  
Kemampuan  pemimpin dalam menilai 
kapasitas seorang pegawai juga dibutuhkan 
untuk  pengembangan dan kemajuan pegawai 
maupun Dinas Kesehatan itu sendiri. 
Selain  itu, peranan gaya pemimpin  
yang  selalu  memantau  aktivitas dan  
kegiatan pegawai juga sangat  mempengaruhi  
kualitas dan kinerja pegawai di Dinas  
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.  
Pemimpin  akan  memantau  pegawai  yang  
datang terlambat dan tidak tepat waktu. 
Keluar dari kantor Dinas Kesehatan, pegawai 
yang melalaikan dan mengabaikan pekerjaan, 
dan pegawai yang tidak bertanggung jawab 
akan pekerjaan. Dengan adanya  monitoring  
pegawai yang dilakukan oleh pemimpin  maka  
pegawai-pegawai Dinas Kesehatan Sumatera  
Utara jarang dijumpai banyak melakukan  
kesalahan  dalam pekerjaan. Sikap pemimpin  
yang peduli akan aktivitas dan kegiatan  
pegawai juga dibutuhkan untuk  menciptakan 
prestasi kerja di Dinas Kesehatan Provinsi 
Sumatera Utara. 
Gaya kepemimpinan yang demokratis 
merupakan landasan dan dasar yang 
diterapkan di Dinas Kesehatan Provinsi 
Sumatera Utara. Pemimpin yang baik akan 
selalu mendengarkan dan menerima kritikan 
yang membangun baik dari pegawai ataupun 
masyarakat, pemimpin juga turut hadir dalam 
diskusi membahas permasalahan-
permasalahan  yang ada  di  Dinas  Kesehatan 
Provinsi Sumatera Utara, serta pemimpin 
juga mendengarkan alasan dan masukan 
untuk  kemajuan Dinas Kesehatan.  Pemimpin 
di  Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera  Utara 
dalam mengambil keputusan juga tidak  
sepihak melainkan dengan  cara  musyawarah  
dan mufakat. 
Hasil  wawancara  pada  tgl  12  maret  
2015, “Apakah  pimpinan  memperhatikan  
dan peduli terhadap bawahan? “Menurut Ibu  
Ridesman, SH. M.kes. Ka. Bidang Bina 
pengembangan  SDM Kesehatan  menyatakan  
bahwa ibu Dr. Surjantini SH. M.kes 
memperhatikan bawahan dalam masalah 
pekerjaan dan masalah peduli ya cukup 
peduli. Ibu juga berusaha mengutamakan  
kerja sama dan kerja tim dalam usaha  
mencapai tujuan dan mau menerima saran,  
pendapat bahkan kritikan dari bawahannya  
ini terlihat ketika ibu Surjantini selaku  kepala  
dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara  
selalu mengadakan rapat ataupun diskusi 
sebelum memberikan keputusan.  
Institusi atau organisasi akan  
menggunakan penghargaan atau hadiah  dan 
ketertiban untuk  staf. Pemimpin yang baik 
mau mendengar ide, saran, gagasan dan 
kritikan dari para staf atau pegawai  sebelum  
mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan  
yang tepat dan bijaksana akan  menciptakan 
motivasi yang tinggi kepada staf atau pegawai 
sehingga lebih berprestasi dan berkualitas. 
Sukses atau tidak seorang staf atau pegawai 
tersebut dalam hal prestasi kerja dapat 
dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan 
pimpinan Tampubolon (2007:212) 
menjelaskan bahwa pengaruh gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja, menyatakan 
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bahwa gaya kepemimpinan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan.  
Kepemimpinan adalah kemampuan  
seseorang dalam mengarahkan, 
mempengaruhi, mendorong dan 
mengendalikan orang lain atau bawahan 
untuk dapat melakukan sesuatu pekerjaan  
yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan  
fungsinya untuk mencapai suatu tujuan  
tertentu. Gaya kepemimpinan merupakan  
cara pemimpin memanfaatkan dan  
menggunakan kekuatan yang dimilki untuk 
memimpin para staffnya menjadi lebih baik.  
Hasil  wawancara  pada  tgl  13  maret  
2015,“ Apakah pimpinan pernah  memberikan 
dukungan atau arahan  terhadap  pegawai  ?  
“Menurut  Ibu  Dr. Nelly Fitriani selaku  
Kepala Seksi Bimdal Pendidikan Dan  
Pelatihan menyatakan bahwa: 
“Ibu sangatlah  memberikan dukungan, 
memberikan arahan agar pekerjaan 
harus bisa selesai sesuai dengan waktu 
yg telah ditentukan disini. Dan ibu 
selalu mengarahkan setiap pegawai 
harus  mematuhi peraturan-peraturan 
yang  diterapkan, Kepercayaan  yang  
ibu berikan  pada pegawai harus bisa 
dijaga itu pesan yg selalu disampaikan 
setiap didalam rapat. Dalam aktivitas 
menjalankan organisasi,  pemimpin 
yang menerapkan gaya ini cenderung 
berorientasi kepada bawahan dengan 
mencoba untuk lebih memotivasi 
bawahan dibandingkan mengawasi 
mereka  dengan ketat. Mereka 
mendorong para  anggota untuk 
melaksanakan tugas-tugas  dengan 
memberikan kesempatan bawahan 
untuk berpartisipasi dalam pembuatan 
keputusan, menciptakan suasana 
persahabatan serta hubungan-
hubungan saling mempercayai”  
Gaya  kepemimpinan  delegatif  sangat  
cocok  dilakukan jika staf yang memiliki 
kemampuan dalam bekerja. Dengan demikian  
pimpinan tidak  terlalu banyak memberikan  
instruksi kepada bawahannya, bahkan 
pemimpin lebih banyak memberikan 
dukungan kepada bawahannya. Hasil  
wawancara pada  tgl  13  maret  2015, “ 
Apakah  pimpinan bertanggung jawab sebagai 
kepala di Dinas Kesehatan Prov. Sumatera 
Utara? “Menurut Bapak Drs. Afwan Apt. 
selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera 
Utara menyatakan bahwa: “ Ibu Suhartati 
bertanggung jawab dengan  jabatannya,  yang  
menjadi kewajiban harus dipatuhi. Di dinas  
mana pun tanggung jawab seorang kepala 
emang sudah menjadi kewajiban bukan suatu 
kepaksaan bukan karna beliau seorang  kepala  
tapi emang udah seharusnya seperti itu. Ibu  
selalu memberikan kepercayaan kepada 
pegawai tugas yang menjadi wewenang 
pegawai harus bisa dilaksanakan sesuai 
dengan bidang masing-masing.  
Setiap staf atau pegawai  mau  bekerja  
keras  memiliki  faktor yang mendorong  dari 
dalam dirinya untuk melaksanakan suatu  
aktivitas kerja. Dimana dorongan dari  
pimpinan dalam bekerja ini merupakan 
kondisi yang mendorong seseorang untuk 
melaksanakan suatu kegiatan untuk  
mencapai tujuan lembaga atau institusi  
menjadi lebih baik. Dengan  adanya dorongan  
kerja yang tinggi dalam diri  seorang staff 
atau pegawai akan mendorong semangat 
kerja untuk dapat menyelesaikan tugas-
tugasnya dengan baik dan tepat waktu. 
Prestasi kerja  staf  sangat diperlukan 
dalam suatu lembaga dan institusi negeri atau  
swasta, organisasi maupun suatu  perusahaan.  
Beberapa upaya untuk meningkatkan  prestasi  
kerja  staf,  pegawai  atau  karyawan  antara  
lain  melalui kerja tim, serta pelatihan dan  
pengembangan Program pelatihan dan 
pengembangan yang efektif dapat 
meningkatkan kinerja,  ketrampilan,  sikap  
dan moral dan potensi suatu lembaga,  
institusi, perusahaan maupun organisasi 
tersebut. Untuk melihat efektivitas program 
pelatihan dan pengembangan, maka lembaga, 
institusi, perusahaan maupun organisasi perlu 
melakukan penilaian terhadap perubahan 
sikap dan keterampilan para karyawan, baik 
sebelum maupun sesudah mengikuti program  
pelatihan dan pengembangan sehingga  
diharapkan dapat meningkatkan prestasi 
kerja. Pelatihan dan pengembangan 
merupakan bagian dari  tahapan  pengelolaan  
sumber daya  manusia. Penyelenggaraan  
program pelatihan dan pengembangan harus  
disesuaikan dengan kebutuhan jenis  
pekerjaan  dan  kemampuan  karyawandalam  
mengikutinya.  
Peningkatan kemampuan, pengetahuan 
dan keterampilan karyawan dapat  dilakukan 
dengan program pelatihan dan  
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pengembangan, terutama dalam upaya  
meningkatkan prestasi kerja karyawan dan 
mencapai keunggulan perusahaan. Hasil  
wawancara pada tgl 12 maret 2015, 
“Bagaimana cara ibu menilai pegawai yang 
berprestasi? “Menurut Ibu Dr. Suhartati  
Surjantini M.Kes selaku kepala Dinas  
Kesehatan Sumatera Utara, saya 
memperhatikan kinerja dari setiap pegawai, 
mana yang berprestasi dan  mana yang hanya 
sekedar bekerja saja. meskipun pegawai telah 
direkrut melalui seleksi yang baik dan  akurat,  
namun dalam melaksanakan pekerjaan,  tugas  
dan kewajiban selalu menghadapi persoalan 
seperti terdapat  kekurangan kemampuan dan 
keterampilan staf atau pegawai dalam  
melakukan  pekerjaan sesuai yang  diinginkan. 
Oleh karena itu, Dinas Kesehatan  
provinsi  Sumatera Utara berusaha dan selalu  
memberikan  pelatihan dan pengembangan 
bagi  pegawai untuk meningkatkan kapasitas, 
kinerja dan prestasi kerja. Saya juga 
memberikan motivasi agar gairah dan 
semangat kerja pegawai  untuk bekerja keras 
dan mengembangkan segala kemampuan,  
pikiran, tenaga, dan keterampilan yang  
dimiliki untuk mewujudkan tujuan lembaga  
atau institusi. Disebut juga oleh Ibu Dr.  
Suhartati Surjantini M.Kes pegawai yang  
aktif dan berprestasi akan dimasukkan  
kedalam PPT penghasilan PNS yang telah  
menjadi hak mereka. Jika kebutuhan  pegawai  
dapat terpenuhi dengan baik sehingga 
memperoleh dorongan dan daya gerak  untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan 
dengan baik. 
 Ini berarti prestasi kerja yang 
diharapkan akan tercapai dengan baik dan 
optimal. Pelatihan dan pengembangan 
memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan 
prestasi kerja para staf, pegawai ataupun 
karyawan. Pelatihan bertujuan untuk 
meningkatkan prestasi kerja seorang pegawai 
yang  dibutuhkan saat sekarang,  sedangkan 
pengembangan ditujukan untuk 
meningkatkan prestasi kerja seorang pegawai 
baik saat dibutuhkan sekarang maupun  yang 
akan datang. Staf atau pegawai memiliki 
peranan yang sangat penting bagi suatu 
lembaga dan institusi serta  organisasi  untuk  
menjalankan  visi  dan   misi.  Oleh  karena  
itu  staff  atau pegawai  dapat  terus dilatih 
dan dikembangkan, sehingga dapat lebih 
berkualitas dan berkapasitas daya guna,  
prestasi kerja semakin meningkat untuk  
mencapai tujuan lembaga dan institusi serta 
organisasi menjadi lebih baik. 
 
SIMPULAN 
Pelayanan Paspor pada Kantor Imigrasi 
Kelas I Khusus Medan Efektif hal ini karena 
petugas  tanggap dalam menindaklanjuti 
keluhan pemohon, tidak ada petugas yang 
menerima imbalan dari masyarakat pada 
proses pengurusan paspor dan terlaksananya 
sistem  pelayanan paspor terpadu (One Stop 
Service) pemohon dapat menyelesaikan 
permohonan paspor satu hari dengan syarat 
berkas yang lengkap mulai dari alur 
permohonan, foto, wawancara, sidik jari dan 
penyerahan slip pembayaran serta 
pengambilan paspor 3 hari kerja terhitung 
setelah melakukan pembayaran di bank BNI. 
Dalam hal ini Standar Operasional 
Prosedur di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
Medan berpacu pada Standar Operasional 
Prosedur dari Direktorat Jenderal Imigrasi 
yang berlaku untuk seluruh Kantor Imigrasi 
di Indonesia 
Pelaksanaan pelayanan paspor di 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dapat 
dikatakan efektif dan memenuhi standar 
kualitas pelayanan yang baik di dalam 
memberikan pelayanan. Mengenai prosedur 
pelayanan sudah sederhana dan dapat 
dipahami oleh masyarakat, kedisiplinan 
pegawai yang semakin baik, pegawai tanggap 
dalam melayani.  
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan 
menerapkan sistem one stop service (OSS) 
dalam usaha pelayanan pemohon paspor 
dapat menyelesaikan semua proses 
permohonan paspor. Pelayanan yang 
diberikan Petugas Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus Medan sudah  Efektif, karena 
pelayanan sepenuhnya sesuai dengan apa 
yang diharapkan oleh masyarakat. Walaupun 
masih ada beberapa kekurangan karena untuk 
mengerti dan memahami keinginan dari 
banyak orang dengan latar belakang yang 
berbeda dan dengan berbagai karakter yang 
berbeda pula memang bukan hal yang mudah 
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